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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN 

DI ATAS TANAH HAK MILIK YANG JANGKA WAKTUNYA 

BERAKHIR 

 

ANDIEN SOFY DWIYARNO 

NPM. 2206200372 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum yang dialami 

pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Milik ketika jangka 

waktu haknya berakhir dan pemilik tanah menolak pembaharuan hak, mengingat 

peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas mekanisme 

perlindungan yang efektif. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hukum, 

akibat hukum, serta perlindungan hukum bagi pemegang HGB dalam situasi 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer (UUD 1945, KUHPerdata, UUPA, PP Nomor 40 Tahun 1996, PP Nomor 

18 Tahun 2021). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang HGB 

setelah hak berakhir tidak lagi sebagai pemegang hak atas tanah, melainkan hanya 

sebagai bekas pemegang hak dengan hak kebendaan atas bangunan yang terpisah. 

Akibat hukum yang timbul meliputi kembalinya tanah kepada pemilik Hak Milik, 

hapusnya Hak Tanggungan, serta kewajiban mengosongkan tanah. Perlindungan 

hukum bersifat terbatas dan sangat bergantung pada strategi preventif melalui 

perjanjian awal yang komprehensif, karena perlindungan represif melalui litigasi 

menghadapi kendala normatif.  

Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan klausul perjanjian serta 

penerbitan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Serta merekomendasikan agar 

pemegang HGB memastikan adanya klausul hak prioritas pembaharuan dalam 

perjanjian awal, pemegang Hak Milik mengkomunikasikan niatnya secara terbuka 

jauh sebelum hak berakhir, dan pemerintah segera menerbitkan peraturan 

pelaksana yang lebih rinci mengenai tata cara pemberian dan pembaharuan HGB 

di atas tanah Hak Milik.  

Kata Kunci: HGB, Hak Milik, Jangka Waktu Berakhir, Perlindungan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa semua komponen 

dalam masyarakat harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Setiap 

komponen yang terdapat di dalam Negara Republik Indonesia diatur oleh norma 

hukum, termasuk juga aspek terkait tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), tanah adalah lapisan bumi yang paling atas atau permukaan 

bumi. Tanah juga dapat diartikan sebagai keadaan bumi di suatu tempat.
1
  

Dalam Hukum Tanah Nasional, tanah merupakan sistem hukum yang terdiri 

atas ketentuan-ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hak hak 

penguasaan atas tanah sebagai objek hukum, mencakup aspek publik dan perdata. 

Keseluruhan aturan tersebut dapat disusun dan dipelajari secara sistematis 

sehingga membentuk satu kesatuan yang menjadi sebuah sistem hukum. Undang 

Undang Pokok Agraria adalah wujud implementasi nyata dari Pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekuasaan alam didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.
2
 

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, merupakan 

organ vital yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan nasional, mulai dari 

                                                           
1
 KBBI, "Tanah", diakses melalui: https://kbbi.web.id/tanah,  pada 05 Januari 2026 pukul 

20.35 WIB. 
2
 Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan 

Pelaksanaanya, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2008, Halaman 4 

https://kbbi.web.id/tanah
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pemukiman, pertanian, hingga kegiatan ekonomi bisnis. Keberadaan tanah bukan 

hanya sebagai suatu kebutuhan atas tempat tinggal saja akan tetapi merupakan 

faktor pendukung tumbuh kembang segala aspek kehidupan manusia baik 

ekonomi, sosial, politik maupun budaya sehingga epastian hukum akan tanah 

merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna menjaga kestabilan 

penggunaan tanah dalam pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah bagi sesame masyarakat yang mau berhubungan dengan tanah 

tersebut.
3
 Oleh karena itu, pengaturan terkait segala bentuk kegiatan pertanahan 

memegang peranan inti dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.  

Selama kita masih tinggal dan berdiam di bumi ini, tanah merupakan unsur 

penting yang perlu dikelola dan diatur dengan baik. Pengaturan tanah secara 

hukum tidak bertujuan untuk mengambil alih lahan dalam jumlah besar. 

Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk mengatur sedemikian rupa agar 

manfaat dari tanah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.
4
 Pembangunan nasional 

merupakan pencerminan kehendak rakyat Indonesia, yang dilakukan secara terus-

menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 

secara adil dan merata, serta mengem bangkan kehidupan masyarakat ke arah 

penyelesaian negara yang demokratis berdasarkan Pancasila.  

                                                           
3
 Ramadhani, Rahmat, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan 

Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, 2021, Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40. 
4
 Ummy Ghoriibah, Pengaturan Hak Guna Usaha Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah UU 

Cipta Kerja, Jambi: Salim Media Indonesia, 2023, Halaman 1 
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Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah 

membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan 

penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya rencana umum tersebut, maka 

penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat 

membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.
5
 

Konsep tanah dalam pengertian hukum mencakup permukaan bumi seperti 

yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa: “Atas 

dasar hak menguasai dari negara..., ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh 

orang-orang”.
6
  

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangkan hak atas 

tanah adalah hak atas bagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan 

atas tanah, maksudnya hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan 

atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang 

dihaki.
7
 

Negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan tanah 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa bumi, air, udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

                                                           
5
 Yusrizal, Muhammad, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, 2017, Law Jurnal, 2(1), 113-138. 
6
   Op.Cit., Halaman 2 

7
 Bambang, “Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah”, diakses melalui: 

https://lawofficeindonesia.com/2018/04/10/pengertian-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/, pada 09 

Oktober 2025 Pukul 14.10 WIB. 
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
8
 

Sistem hukum pertanahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui 

berbagai jenis hak atas tanah. Macam-macam hak atas tanah sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 16 

ayat (1) UUPA, yaitu;  

1. Hak Milik  

2. Hak Guna Usaha  

3. Hak Guna Bangunan  

4. Hak Pakai  

5. Hak Sewa Untuk Bangunan  

6. Hak Membuka Tanah  

7. Hak Memungut Hasil Hutan 

8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas tanah yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang  

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo 53 UUPA yang 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang yaitu: 

a. Pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap.  

Hak-hak atas tanah ini akan terus ada selama UUPA masih berlaku atau 

belum dicabut dengan undang-undang baru, misalnya hak milik, hak hak guna 

                                                           
8
 Stevy Anggreani and Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak 

Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu”, Jurnal Notarius, 17(1), 44–60. 
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usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak 

memungut hasil hutan.  

b. Kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang.  

Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan 

undang-undang.  

c. Ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara.  

Hak atas tanah yang sifat nya sementara dan dalam waktu singkat akan 

dihapus karena mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan bertentangan 

dengan UUPA. Misalnya, hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, 

dan hak sewa tanah pertanian. 

Pemberian hak atas tanah di Indonesia ditujukan untuk memberikan manfaat 

bagi masyarakat Indonesia, salah satu hak yang sering digunakan dalam kegiatan 

pembangunan nasional adalah Hak Guna Bangunan (HGB ) yang merupakan 

salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Guna 

Bangunan memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mendirikan dan 

memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu 

tertentu. Dari definisi tersebut, diketahui bahwa tanah yang dapat diberikan 

dengan Hak Guna Bangunan (HGB) adalah tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, 

dan tanah Hak Milik.
9
 

Menurut Pasal 35 UUPA pengertian Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan 

                                                           
9
 Rezky Ramadhan Rizal. (2024). “Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Guna Bangunan Yang 

Telah Diperbaharui Jangka Waktu Hak Atas Tanahnya”, Jurnal Notarius, 17(1), 481 
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miliknya sendiri. Bangunan tersebut bisa rumah sebagai tempat hunian maupun 

rumah tempat usaha (rumah toko atau rumah tempat usaha/kantor), bangunan 

tempat kegiatan olahraga, bangunan tempat kegiatan pariwisata serta bangunan-

bangunan lainnya. Hak Guna Bangunan adalah hak yang diberikan kepada subjek 

hukum Hak Bangunan dan memiliki jangka waktu tertentu serta untuk 

mendapatkan haknya juga telah diatur di dalam perundang-undangan.
10

  

Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah, yang mana ketentuan PP tersebut menjelaskan bahwa Hak 

Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun, 

lalu diperpanjang untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun dan diperbarui untuk 

jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun. HGB bisa diperpanjang 

maksimal jika pemegang hak mengajukan permintaan dengan mempertimbangkan 

keperluan dan kondisi bangunannya. Selain itu, HGB juga bisa beralih dan 

dialihkan kepada orang lain, serta digunakan sebagai jaminan hutang dengan 

dibebani hak tanggungan. 

Secara normatif HGB sudah memiliki aturan yang jelas mengenai jangka 

waktu dan prosedur perpanjangannya, namun praktik di lapangan menunjukkan 

adanya variasi mekanisme perpanjangan tergantung pada subjek tanah yang 

menjadi alas haknya. HGB dapat didirikan di atas tanah negara, tanah Hak 

Pengelolaan (HPL), maupun tanah Hak Milik. Dalam kasus dimana HGB 

didirikan di atas tanah negara atau tanah HPL, perpanjangan hak dilakukan sesuai 

                                                           
10

 Oloan Sitorus & Widiana, Hukum Tanah, Yogyakarta: STPN PRESS, 2014, Halaman 3 
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dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, 

sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Berbeda halnya dengan HGB yang berdiri di atas tanah Hak Milik. Dalam 

pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik, negara mempunyai   

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perjanjian tersebut sehingga 

menguntungkan kedua belah pihak, baik investor selaku pemegang Hak Guna 

Bangunan maupun selaku pemilik Sertifikat Hak Milik.
11

  

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah, HGB 

di atas Tanah Hak Milik hanya dapat diberikan jika terdapat kesepakatan antara 

pemilik tanah dan pihak yang ingin memperoleh HGB. Hak Guna Bangunan yang 

berdiri di atas tanah Hak Milik tidak dapat diperpanjang, melainkan hanya dapat 

diperbaharui, dan pembaruan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan antara 

pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik. Hal ini berarti 

pembaharuan HGB di atas Tanah Hak Milik tidak hanya tunduk pada ketentuan 

undang-undang, tetapi juga harus disetujui oleh kedua belah pihak.  

Dalam konteks Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik, berakhirnya 

jangka waktu HGB tidak serta-merta menghapus Hak Milik atas tanah, melainkan 

mengakhiri hubungan hukum antara pemegang Hak Guna Bangunan dan tanah 

yang dikuasainya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum 

                                                           
11

 Sri Rahayu Ningsih Habib Adjie, “Pengaturan Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak 

Milik”, 2022, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 6(1),  24-52. 
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pemegang Hak Guna Bangunan setelah haknya berakhir, terutama apabila 

pemegang HGB telah mendirikan bangunan dan menanamkan investasi dalam 

jumlah besar. 

Dalam praktik, tidak jarang terjadi kondisi di mana pemegang Hak Milik 

tidak bersedia menyetujui pembaruan Hak Guna Bangunan setelah jangka waktu 

HGB berakhir. Penolakan tersebut dapat didorong oleh berbagai kepentingan, 

antara lain keinginan pemegang Hak Milik untuk menguasai kembali tanah 

beserta bangunan yang berdiri di atasnya, atau untuk memberikan hak atas tanah 

tersebut kepada pihak lain. Di sisi lain, pemegang Hak Guna Bangunan berada 

pada posisi yang lemah karena kehilangan dasar hak atas tanah, meskipun masih 

memiliki kepentingan hukum dan ekonomi atas bangunan yang telah 

didirikannya. Penolakan semacam ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang 

besar bagi pemegang HGB serta menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana 

hukum dapat melindungi pihak yang lebih lemah posisinya.  

Perlindungan hukum bagi pemegang HGB di atas tanah hak milik yang 

jangka waktunya berakhir menjadi isu yang penting, mengingat kepentingan 

berbagai pihak yang terlibat. Pemilik hak milik harus mendapatkan perlindungan 

agar hak miliknya tidak terganggu, sementara pemegang HGB perlu mendapatkan  

perlindungan atas investasi yang telah dilakukan dalam pembangunan dan 

pengelolaan bangunan.
12

 

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi 

menimbulkan sengketa antara pemegang Hak Milik dan pemegang Hak Guna 

                                                           
12

 Fadhila Vidianti, “Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan Atas 

Tanah Hak Milik”, 2024, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6), 136-

145. 
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Bangunan. Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas mengenai 

bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan dalam hal 

pembaruan HGB tidak disetujui oleh pemegang Hak Milik. Ketidakjelasan ini 

menciptakan ruang tafsir yang berbeda-beda, baik dalam praktik administrasi 

pertanahan maupun dalam praktik peradilan, sehingga perlindungan hukum bagi 

pemegang HGB menjadi tidak optimal 

Dalam konteks ini, diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai 

mekanisme perpanjangan dan pembaharuan HGB, serta perlindungan hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi pemegang HGB di atas tanah hak milik yang jangka waktunya 

berakhir. Pendaftaran tanah dan sertifikasi hak atas tanah merupakan langkah 

penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.
13

 

Perlindungan hukum bagi pemegang HGB dalam konteks ini merupakan isu 

penting yang perlu diteliti secara lebih mendalam. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, tanpa 

mengurangi hak penuh pemegang Hak Milik sebagaimana diatur dalam UUPA. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK 

GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK YANG JANGKA 

WAKTUNYA BERAKHIR” 

 

                                                           
13

 Anggreani, S., & Santoso, B., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna 

Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu”, 2024, Jurnal Notarius, 17(1), 44-60. 
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1. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana kedudukan hukum pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di 

atas tanah Hak Milik setelah jangka waktunya berakhir? 

b. Apa akibat hukum yang timbul dari berakhirnya jangka waktu Hak Guna 

Bangunan di atas tanah Hak Milik terhadap penguasaan tanah dan 

bangunan yang berdiri di atasnya? 

c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna Bangunan 

ketika terjadi penolakan pembaharuan hak oleh pemegang Hak Milik 

setelah jangka waktu HGB berakhir? 

2. Faedah Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan 

ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Sementara 

itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan negara, 

masyarakat, bangsa, serta mendukung upaya pembangunan.
14

 Adapaun faedah 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum perjanjian, 

dengan memperkaya kajian tentang hubungan hukum antara pemilik tanah 

Hak Milik dan pemegang Hak Guna Bangunan. 

                                                           
14

 Ida Hanifah, et.al, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka 

Prima, 2018, Halaman 16 
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b. Secara praktis, dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat 

kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih adil dan memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian HGB di atas tanah Hak 

Milik dan memberikan pemahaman dan pedoman praktis bagi masyarakat, 

notaris, serta pelaku usaha properti tentang cara melindungi 

kepentingannya ketika HGB berakhir atau diperpanjang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas untuk menggambarkan 

apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan ini harus berangkat 

dari permasalahan yang diangkat serta disusun secara konret, jelas, dan relevan.
15

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas 

tanah Hak Milik berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, termasuk 

syarat, jangka waktu, dan proses pendaftaran sesuai Undang-Undang 

Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. 

2. Untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari berakhirnya jangka waktu 

Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik dan pemilik Hak Milik 

menolak memperpanjang perjanjian, dengan mencantumkan konsekuensi 

seperti ganti rugi, pengembalian tanah, dan potensi hukumnya. 

                                                           
15

 Faisal, et.al, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: 

Pustaka Prima, 2023, Halaman 5 
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3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi 

pemegang Hak Guna Bangunan ketika pemilik Hak Milik menolak 

perpanjangan hak setelah jangka waktu HGB berakhir, termasuk hak atas 

kompensasi serta upaya pencegahan pelanggaran hak. 

 

C.  Defenisi Operasional 

Defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang dirumuskan sesuai 

dengan tujuan dan arah penelitian yang berfungsi untuk memberikan pengertian 

yang jelas kepada pembaca tentang batasan-batasan kajian yang akan diteliti.
16

 

Penjelasan defenisi operasional dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau 

penguasa untuk melindungi warga negaranya dengan memanfaatkan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Ini mencakup pengayoman 

terhadap hak asasi manusia dan memberikan jaminan kepastian hukum, 

sehingga subjek hukum dapat menikmati hak-haknya dan tidak dirugikan 

oleh kesewenangan pihak lain. Perlindungan hukum diwujudkan melalui 

berbagai undang-undang dan didukung oleh penegak hukum seperti polisi, 

kejaksaan, dan pengadilan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum 

yang dimaksud secara khusus ialah terkait perlindungan terhadap Hak 

Guna Bangunan diatas Hak Milik yang jangka waktunya telah berakhir. 

2. Jangka Waktu Berakhir, merujuk pada periode waktu yang ditetapkan di 

mana suatu perjanjian, kontrak, atau kewajiban hukum lainnya secara 

otomatis berakhir atau tidak berlaku lagi. Setelah jangka waktu yang 
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ditentukan tercapai, hak dan kewajiban para pihak di dalamnya berakhir 

secara otomatis tanpa perlu tindakan lebih lanjut, kecuali jika ada opsi 

perpanjangan yang disepakati. Secara eksplisit, jangka waktu berakhir 

yang dimaksud penulis dalam penelitian ini ialah berakhirnya jangka 

waktu perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik. 

 

D.  Keaslian Penelitian 

Persoalan mengenai hak guna bangunan diatas tanah hak milik bukanlah 

hal yang baru. Namun, berdasarkan hasil pencarian bahan kepustakaan yang 

ditemukan baik melalui media internet maupun penelusuran kepustakaan dari 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi 

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok 

bahasannya yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak 

Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik Yang Jangka Waktunya Berakhir”. 

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti 

sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini, antara lain: 

1. Skripsi milik Dewi Santika, NPM. 1906200298, Mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, Tahun 2023, yang berjudul 

“Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Sertipikat 

Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir (Studi Kasus di Kantor Notaris / 

PPAT Roosmidar,SH). Fokus kajian skripsi ini adalah terkait keabsahan 

perjanjian jual beli sertifikat Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya 

telah berakhir. 
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2. Jurnal milik Werdi Haswari Puspitoningrum dengan judul “Peningkatan 

Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik 

Atas Tanah”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan terletak pada arah pembahasannya yang berfokus untuk mengkaji 

Hak Guna Bangunan yang habis masa berlakunya dapat menjadi Hak 

Milik. 

3. Tesis milik Reza Andrian Fachri, NPM. 161803028, Mahasiswa Program 

Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 

yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat HGB 

Yang Berakhir Haknya Menjadi Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh 

Negara”. Tesis ini lebih lanjut mengembangkan teori perlindungan hukum 

terhadap pemegang HGB yang masanya telah berakhir menjadi tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara. 

 

E.  Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang 

cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).
17

 Berdasarkan pemahaman 

ini, metode penelitian dapat dikatakan sebagai sarana utama dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, 
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 2020, Mataram: Mataram University Press, 

Halaman 30 
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penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten.
18

 

Penelitian hukum adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

menemukan jawaban atas persoalan hukum, baik dalam ranah akademis maupun 

praktis. Penelitian ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, norma hukum 

yang berlaku dan berkembang di masyarakat, serta fakta-fakta hukum yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat.
19

  

Metodologi penelitian hukum juga dapat dianggap sebagai ilmu yang 

mengatur tentang bagaimana tata cara untuk melakukan penelitian hukum secara 

teratur (sistematis), yang pada dasarnya metode penelitian ini juga berfungsi 

sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami 

proses penelitian hukum. Maka demikian, metodologi menjadi elemen yang 

sangat penting dan tidak terpisahkan dalam setiap penelitian hukum.
20

 Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

 1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau 

data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut juga sebagai 

penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dalam 
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 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian, 2021, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 17 
19
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penelitian hukum normatif, sumber yang diteliti meliputi bahan pustaka atau data 

sekunder, baik yang bersifat pribadi maupun publik.
21

  

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, 

dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang 

undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada 

peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis.
22

 Fokus kajian hukum 

normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 

penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi 

hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
23

 Kajian normatif ini meliputi 

inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan 

hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. 

2.  Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan 

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, 

atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
24

 Peneliti 

bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis segala 

permasalahan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Guna 

Bangunan Diatas Tanah Hak Milik Yang Jangka Waktunya Berakhir”. 
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 3. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendekatan melalui perundang-undangan (statue approach) yang mencakup 

analisis terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti,
25

  

4.  Sumber Data  

 Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, 

ialah sebagai berikut: 

  a. Data Kewahyuan: 

Sumber data penelitian yang berasal dari hukum Islam; yaitu Al-Qu‟ran. 

Data enelitian dari hukum islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa 

ayat-ayat dari surah Surah An-Nisa‟ (4): 58 yang berbunyi: 

…                                                                                   
                                                   

             

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil…” 

 Ayat ini menegaskan prinsip perlindungan dan keadilan terhadap hak 

kepemilikan, termasuk hak atas tanah dan bangunan. Dalam konteks HGB diatas 

tanah hak milik, ayat ini menjadi dasar moral agar pemilik tanah maupun 

pemegang HGB tidak saling dirugikan, serta penyelesaian hukum dilakukan 

secara adil dan sah menurut peraturan yang berlaku. 

 

                                                           
25
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  b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber pustaka, seperti 

dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum, buku teks hukum. kamus hukum, 

jurnal hukum, serta komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang digunakan 

sebagai referensi dan dasar analisis penelitian, yakni: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan 

hukum primer dalam penelitian ini adalah:  

a) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah 

f) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata 

cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan. 
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan perpustakaan yang berisi informasi 

tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini termasuk abstrak, 

indeks, bibliografi, data pemerintah, dan materi referensi lainnya.
26

  

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.
27

 

 5. Alat Pengumpul Data 

 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan 

alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya melalui 

penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri 

benda turtulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan 

perundang-undangan dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data yang penulis 

gunakan dapat dilakukan melalui:  

a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara 

langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di 

dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian.  

b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 

cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 
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 6. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses menyusun dan mengelompokkan data, serta 

mengidentifikasi pola atau tema dengan tujuan memahami makna dari data 

tersebut. Proses penyusunan data ini melibatkan pengelompokan data ke dalam 

kategori, pola, atau tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Jika data tidak 

disusun dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penyusunan 

penelitian, tesis, artikel, atau karya ilmiah sejenis yang dibahas.
28

 

 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yakni 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth 

analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi 

kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat 

dari masalah lainnya.
29

 Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan 

dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data seleksi diolah 

kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dimaksud. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik  

Hak Guna Bangunan dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi 

berasal dari hak opstal yang diatur dalam Pasal 71 KUHPerdata bahwa “hak 

numpang–karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, 

bangunan-bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Menurut 

Ruchiat “apa yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria barulah 

merupakan ketentuan-ketentuan pokok saja, sebagaimana terlihat dalam Pasal 50 

ayat (2) bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan 

akan diataur dengan peraturan maupun peraturan menteri.”
30

 Hal ini juga 

ditegaskan dalam Pasal 35 UUPA:  

“Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 20 tahun, dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain. Dapat dijadikan jaminan hutang dibebani Hak 

Tanggungan.”. Menurut Pasal 21 PP Nomor 40 Tahun 1996, tanah yang dapat 

diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah: Tanah Negara, Tanah Hak 

Pengelolaan dan Tanah Hak Milik. 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan serta memiliki 

bangunan di atas tanah milik pihak lain, dengan masa berlaku maksimal 30 tahun. 

Hak ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan, terutama dalam sektor bisnis dan 
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properti. Diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak guna bangunan memberikan 

hak kepada badan hukum atau perorangan untuk mendirikan dan memiliki 

bangunan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik pihak 

lain. Jangka waktu hak guna bangunan adalah 30 tahun dengan kemungkinan 

perpanjangan hingga 20 tahun, dan setelah itu dapat diperbarui dengan 

permohonan kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional.
31

 

Objek Hak Guna Bangunan adalah tanah yang digunakan untuk keperluan 

mendirikan dan mengelola bangunan di atasnya sesuai dengan fungsi 

penggunaannya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, objek hak guna 

bangunan dapat berupa tanah yang berasal dari tanah negara, tanah hak milik, atau 

tanah hak pengelolaan.
32

 

Hak Guna Bangunan yang dijelaskan dalam Pasal 37 UUPA menegaskan 

bahwa HGB terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 

milik orang lain. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 menegaskan 

bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah tanah negara, tanah Hak 

Pengelolaan, atau tanah Hak Milik. Berbeda halnya dengan Hak Milik yang 

haknya adalah terpenuh diantara hak-hak atas tanah. Hak Milik menurut Pasal 20 

ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 
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dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai 

fungsi sosial.
33

   

Pasal 20 UUPA mengatur tentang Hak Milik (HM). Hak milik adalah hak 

turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 

mengingat ketentuan dalam pasal 6 dan Hak Milik dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Dalam pasal ini disebutkan, sifat-sifat dari pada hak milik yang 

membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak “terkuat dan 

terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Tetapi pengertian terkuat, 

terpenuh dan paling sempurna tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh 

bertindak atau melakukan apa saja atas tanahnya.
34

 

Pasal 6 UUPA mengatur bahwa hak milik yang mempunyai fungsi sosial 

seperti juga semua hak atas tanah lainnya mengandung arti bahwa hak milik atas 

tanah tersebut di samping hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya, harus 

diusahakan pula agar sedapat mungkin dapat bermanfaat pula bagi orang lain atau 

kepentingan umum dan penggunaan hak milik tersebut tidak boleh mengganggu 

ketertiban umum.
35

 

Sifat khas dari Hak Milik ialah “Hak yang turun-temurun, terkuat, dan 

terpenuh”. Hak yang tidak mempunyai ciri yang tiga itu sekaligus bukanlah Hak 

Milik. Turun-temurun, artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup 

orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila 

pemiliknya meninggal dunia. Terkuat, menunjukkan jangka waktunya yang tidak 
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terbatas. Berlainan dengan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang 

jangka waktunya tertentu. Terpenuh, artinya Hak Milik itu memberikan 

wewenang kepada yang mempunyai,yang paling luas jika dibandingkan dengan 

yang lain.
36

 

Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi 

sosial atas tanah yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan 

kerugian bagi orang lain,penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan 

sifat haknya adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah 

kesuburan dan mencegah kerusakannya.
37

 

Terkait dengan HGB, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah telah 

diatur dengan jelas. Namun dalam pelaksanannya aturan tersebut masih belum 

dapat diimplemantasikan dengan baik, karena berdasarkan amanat Pasal 50 ayat 

(1) UUPA yang menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai 

hak milik diatur dengan Undang-undang “. Selanjutnya penjelasan Pasal 50 ayat 

(1) disebutkan,”Sebagai konsekuensi, bahwa dalam undang undang ini hanya 

dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru”. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah, dikenal Pemberian Hak Guna Bangunan 

(HGB) di atas Hak Milik. Pemberian HGB di atas Hak Milik diartikan, yang 

mempunyai tanah-tanah Hak Milik, dapat bekerja sama dengan pihak lain 
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(investor) melalui suatu perjanjian permulaan pemberian HGB di atas Hak Milik 

atau sewa-menyewa yang memuat kesepakatan kedua belah pihak bahwa di atas 

tanah Hak Milik yang diperjanjikan tersebut akan dibebani atau diberikan HGB.
38

 

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah hak milik, dapat ditemukan 

penjelasannya dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, 

menyatakan sebagai berikut:  

Ayat (1):  Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian 

oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah.  

Ayat (2): Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.  

Ayat (3):  Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak 

didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).  

Ayat (4):  Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Guna 

Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden.  

 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemberian Hak Guna Bangunan di 

atas tanah hak milik lahir pada saat dibuatnya akta pemberian Hak Guna 

Bangunan tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pendaftaran yang 

dilakukan adalah hanya untuk mengikat pihak ketiga. Ketentuan ini berbeda dari 
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pemberian Hak Opstal di atas eigendom barang tidak bergerak, khususnya tanah 

menurut BW/Kitab undang-undang hukum perdata.
39

 

Menurut Pasal 24 PP No 40 Tahun 1996, pemberian Hak Guna Bangunan 

di atas tanah Hak Milik terjadi pada saat dibuatnya akta pemberian Hak Guna 

Bangunan di atas tanah Hak Milik oleh PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam 

Buku Tanah. Bentuk Akta PPAT dibuat dalam Lampiran Permen Agraria/Kepala 

BPN No 3 Tahun 1997. Peraturan Perundang-undangan ini sebetulnya 

mengamanatkan bahwa untuk tata cara pemberian dan pendaftaran pemberian Hak 

Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Presiden.
40

 

Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak milik memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan HGB di atas Tanah negara maupun HGB di atas tanah hak 

pengelolaan. HGB di atas tanah Hak Milik di dasarkan pada adanya perjanjian 

antara pemegang HGB dengan pemegang hak milik dan tunduk pada hukum 

privat. Pengaturan pemberian HGB atas tanah hak milik pada dasarnya merupakan 

pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. 

Karena itu pemberian hak ini dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang 

hak milik dan calon pemegang HGB yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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B.  Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya dalam Pasal 35 sampai Pasal 40. HGB 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan bangunan memiliki 

di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 

tahun.
41

  

Secara normatif, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPA diatur bahwa Hak 

Guna Bangunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun 

sejak hak tersebut mulai berlaku. Ketentuan ini menempatkan HGB sebagai hak 

yang bersifat terbatas waktu (tijdelijk recht), yang artinya hak tersebut akan 

berakhir apabila jangka waktunya telah habis dan tidak diperpanjang atau 

diperbaharui sesuai regulasi.
42

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

memberikan pengaturan lebih spesifik terkait jangka waktu Hak Guna Bangunan. 

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP 18/2021, HGB di atas tanah negara dan tanah 

hak pengelolaan diberikan makin lama 30 tahun, kemudian dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka 

waktu paling lama 30 tahun, sehingga secara teoritis HGB dapat berlanjut sampai 

total 80 tahun jika semua mekanisme hukum dipenuhi. 
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Namun, ketentuan tersebut berbeda ketika objek HGB adalah tanah Hak 

Milik. Menurut Pasal 37 ayat (2) PP 18/2021, HGB di atas tanah Hak Milik tetap 

memiliki jangka waktu pemberian paling lama 30 tahun, tetapi hanya dapat 

diperbarui (renewal) dan tidak diatur adanya perpanjangan sebagaimana HGB di 

atas tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan. Pembaruan hak atas tanah Hak 

Milik harus dilakukan melalui pemberian HGB baru berdasarkan kesepakatan 

antara pemegang HGB dan pemilik tanah, yang kemudian dituangkan dalam akta 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus didaftarkan di kantor 

pertanahan.
43

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menetapkan Hak Guna Bangunan 

atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, tidak 

ada perpanjangan waktu, namun atas kesepaktan antara pemilik tanah dan 

pemegang Hak Guna Bangunan dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Guna 

Bangunan baru dengan Akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 29;  

(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka 

waktu paling lama tiga puluh tahun.  

(2) Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan 

pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik 

dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru 

                                                           
43

 Ibid. 



29 
 

 
 

dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak 

tersebut wajib didaftarkan. 

Pengaturan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam kualitas jangka 

waktu HGB berdasarkan alas hak tanah tempat hak tersebut berada. Khusus HGB 

di atas tanah hak milik, pembaruan hak tidak bersifat otomatis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, tetapi tetap mensyaratkan persetujuan para pihak 

terkait, sehingga menimbulkan dimensi hukum yang lebih kompleks 

dibandingkan HGB di atas tanah negara. 

Dalam praktik administrasi pertanahan, permohonan perpanjangan atau 

pembaharuan HGB harus diajukan sekurang-kurangnya dua tahun sebelum jangka 

waktu hak berakhir atau dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan PP 

Nomor 18 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana lainnya. Permohonan ini juga 

mensyaratkan bahwa tanah masih dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan 

persyaratan administratif lain dipenuhi.
44

 

Dasar hukum perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatur 

dalam Pasal 35 UUPA menjelaskan bahwa hak guna bangunan dapat diberikan 

untuk jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan diperpanjang atau diperbaharui 

setelah masa berlakunya habis, selama memenuhi persyaratan hukum dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur tata cara pendaftaran dan 
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pembaharuan hak atas tanah, termasuk HGB, yang mencakup prosedur 

administratif dan teknisnya.
45

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan 

hak atas tanah, kepentingan umum diartikan secara luas, mencakup kepentingan 

bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat, serta kepentingan pembangunan. 

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa kepentingan 

umum meliputi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
46

 

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan ketentuan tentang Hak Guna 

Bangunan sebagai implikasi hukum dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana 

terdapat beberapa ketentuan atau peraturan dibawahnya. Salah satunya adalah 

tentang Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan PP tersebut terdapat pasal-pasal yang 

mengandung kontradiktif salah satunya yaitu perbedaan ketentuan pemberian 

perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah negara dan 

tanah hak milik yang mana hal tersebut tidak tepat dengan UUPA karena 
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bertentangan dengan prinsip-prinsip penguasaan hak atas tanah yang termuat 

didalamnya.
47

 

Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, HGB 

di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan memiliki jangka waktu sampai 

30 tahun. Tanah tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 

tahun, serta diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun. Sementara itu, 

HGB di atas Tanah Hak Milik memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun. HGB 

dapat diperbarui dengan menggunakan akta pemberian Hak Guna Bangunan di 

atas hak milik. Namun jika jangka waktu pemberian, pembaruan dan 

perpanjangan HGB berakhir, lahan tersebut kembali dikuasai langsung oleh 

negara. Permohonan perpanjangan jangka waktu HGB bisa diajukan setelah tanah 

digunakan atau sebelum jangka waktu berakhir. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri 

Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 mengatur tata cara pemberian, 

perpanjangan, dan pengecualian HGB. Setelah jangka waktu HGB dan 

perpanjangannya berakhir, hak tersebut menjadi hapus dan tanahnya kembali 

menjadi tanah negara, tanah pengelolaan, atau tanah hak milik, kecuali dilakukan 

pembaharuan hak. Hapusnya Hak Guna Bangunan disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Jangka waktu telah berakhir sesuai dengan kesepakatan  

b. Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban bagi pemegang hak  
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c. Adanya cacat administrasi  

d. Adanya putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap  

e. Haknya yang diubah menjadi hak atas tanah lain  

f. Tanah dilepaskan untuk kepentingan umum   

g. Tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar  

h. Tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah  

i. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat  

j. Adanya pembatalan hak oleh Menteri ATR atau Kepala BPN sebelum 

jangka waktu berakhir  

k. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktu 

berakhir 

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, 

menyebutkan bahwa sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan 

perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP nomor 40 

tahun 1996 berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan 

Hak di atas tanah yang sama. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) PP Nomor 40 

Tahun 1996 menyebutkan, bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Hak 

Guna Bangunan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya 

jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut.
48

 

Kajian yuridis terhadap jangka waktu HGB menegaskan bahwa hak ini 

memiliki dimensi kepastian hukum yang kuat sekaligus bersifat sementara, 
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sehingga tidak dapat dimiliki selamanya oleh pemegangnya. Dalam tesis yuridis 

Wulandari misalnya, disebutkan bahwa pengaturan jangka waktu HGB pada 

dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban 

para pihak serta mengatur transisi hak atas tanah dari pemegang HGB kembali 

kepada pemilik hak atau negara apabila hak tersebut tidak diperpanjang atau 

diperbarui.
49

 

Selain itu, jangka waktu HGB juga memiliki implikasi terhadap investasi 

dan pemanfaatan tanah dalam jangka panjang. Pengaturan perpanjangan dan 

pembaharuan HGB memberikan dasar hukum yang penting bagi investor untuk 

menilai kelayakan investasi properti, industri, atau penggunaan lahan lainnya. 

Kepastian mengenai durasi hak, mekanisme perpanjangan, serta pembaharuan 

menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi karena aturan ini turut 

mempengaruhi hak tanggungan, kredit, dan stabilitas hukum penggunaan tanah 

dalam jangka panjang.
50

 

 

 3.  Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Guna Bangunan 

Hukum memegang perananan yang penting, serta posisinya lebih tinggi 

diatas kekuasaan yang dimiliki negara dan kekuasan politik. Maka dari itu muncul 

istilah “pemerintahan dibawah hukum” (government under the law) yang dalam 

sistem negara-negara common law disebut pemerintahan berdasarkan hukum, 
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negara eropa kontinental (rechtstaat).
51

 Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 

berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan bersifat prediktif dan 

antisipatif.
52

 

 Prinsip-prinsip negara hukum secara formal oleh Julius Stahl yang 

mengajukan negara hukum yang substantif, dan Dicey yang mengetengahkan 

konsep negara Rule of Law sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

penafsiran kontemporer, konsep negara hukum sudah mencakup persyaratan 

pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, sistem politik dan 

pemerintahan yang modern. Karena itu konsep negara hukum (rule of law) 

mempunyai dasar-dasar kebijakan antara lain:  

a. negara memiliki hukum yang adil;  

b. berlakunya prinsip distribusi kekuasaan;  

c. semua orang, termasuk penguasa harus tunduk pada hukum;  

d. semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum;  

e. perlindungan hukum bagi terwujudnya hak-hak rakyat.
53

 

Perlindungan hukum adalah salah satu tujuan utama dari sebuah sistem 

hukum dalam negara hukum, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum 

agraria, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada subjek hukum yang 

memiliki hak atas tanah atau hak atas sumber daya agraria lainnya. Perlindungan 
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hukum terhadap hak atas tanah tidak terlepas dari asas hukum pertanahan nasional 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang 

menegaskan pentingnya kepastian hak dan fungsi sosial tanah sebagai aset yang 

harus dilindungi.
54

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo yang menjelaskan 

bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
55

 Beliau  

menjelaskan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia yang dirugikan dan tujuannya agar masyarakat dapat menikmati 

hak-haknya yang diberikan hukum.
56

  

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- 

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara 

hukum.
57

 Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan 

perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:  

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, 

subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 
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definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 

untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan 

hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam 

perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenal 

sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi 

dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk 

sarana preventif berupa keberatan (inspraak). Di indonesia sendiri belum 

ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya 

konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah.
58
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Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pertama; adanya pengayoman dari 

pemerintah terhadap warganya. Kedua; jaminan kepastian hukum. Ketiga; 

berkaitan dengan hak-hak warganegara, dan keempat; adanya sanksi hukuman 

bagi pihak yang melanggarnya. Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam 

prakteknya masih belum maksimal seperti pengayoman pemerintah terhadap 

masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih 

banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik 

ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika 

masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum 

perdata. Dengan demikian maka menjadi tugas kita semua untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap masyarakat/warga negara dengan menerapkan asas 

equality before the law.
59

 

Dalam kajian hukum agraria Indonesia, perlindungan hukum juga dapat 

dipahami melalui dimensi teori hukum agraria, khususnya dalam menafsirkan 

nilai dasar hak atas tanah yang berkaitan dengan fungsi sosialnya. Menurut Boedi 

Harsono, hak atas tanah dalam sistem agraria Indonesia tidak sekadar merupakan 

hak kebendaan sempit seperti dalam hukum perdata Barat, melainkan juga 

merupakan hak yang menempatkan tanah dalam fungsi sosial demi kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi aspek penting untuk 
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memastikan bahwa hak-hak atas tanah dapat direalisasikan secara efektif dan adil 

di masyarakat.
60

 

Konsep perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kajian 

Roring menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari 

prinsip keadilan dalam pelaksanaan hukum pertanahan, dan bahwa sistem hukum 

pertanahan bertujuan mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan 

keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum tersebut 

berkaitan langsung dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang menegaskan 

bahwa sertifikat tanah adalah bukti kuat atas hak seseorang atas tanah, dan 

pemerintah berkewajiban menjamin bahwa status tersebut mendapatkan 

perlindungan hukum yang efektif dan adil.
61

 

Dalam kajian perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara umum, 

beberapa hak hubungan agraria lainnya juga menunjukkan pentingnya peran 

hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hak, seperti hak tanggungan 

yang memberi perlindungan hukum bagi kreditur apabila hak tanah dijadikan 

jaminan, termasuk dalam konteks HGB. Perlindungan hukum bagi kreditur 

tersebut mencakup upaya preventif berupa kepastian hak dan pendaftaran serta 

upaya represif melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pembatalan 

administrasi atas hak yang dijadikan jaminan.
62
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Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pemegang HGB meliputi 

beberapa aspek pokok yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Kepastian hukum meliputi jaminan bahwa hak pemegang HGB diakui dan 

dilindungi oleh aturan perundang-undangan serta tidak dapat dicabut secara 

sewenang-wenang tanpa proses yang adil. Sedangkan asas keadilan menuntut agar 

hubungan hukum antara pemegang HGB dan pihak lain, termasuk pemilik tanah, 

dikelola dengan proporsional sehingga tidak mencederai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Asas kemanfaatan berarti perlindungan hukum bagi 

pemegang HGB harus memberi ruang bagi pemanfaatan hak atas tanah secara 

produktif sesuai tujuan awal hak tersebut diberikan. Ketiga aspek ini harus hadir 

dalam setiap langkah pemberian, perpanjangan, maupun penyelesaian sengketa 

hak atas tanah.
63

 

Perlindungan hukum bagi pemegang HGB di atas tanah Hak Milik 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak kebendaan lain seperti HGB di 

atas tanah negara atau HGU (Hak Guna Usaha). Hal ini karena HGB di atas tanah 

Hak Milik pada prinsipnya merupakan perjanjian kontraktual antara pemegang 

hak dan pemilik tanah, yang kemudian dituangkan dalam akta pemberian hak 

serta didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran tersebut merupakan salah 

satu bentuk perlindungan hukum preventif, yakni untuk mengantisipasi sengketa 

di kemudian hari. Pendaftaran bertujuan memberikan kepastian subjek dan objek 

                                                           
63

 Ibid. 



40 
 

 
 

hak sehingga hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada 

pihak ketiga.
64

 

Perlindungan hukum terhadap pemegang HGB yang telah berakhir masa 

berlakunya mengungkapkan bahwa setelah masa hukum berakhir tanpa 

pembaharuan, pemegang hak tidak otomatis kehilangan semua statusnya, namun 

tetap berada dalam rezim hubungan hukum yang perlu dilindungi melalui 

mekanisme persetujuan perpanjangan atau pembaharuan yang didasarkan pada 

prinsip itikad baik dan asas keadilan antar para pihak. Pendekatan ini relevan 

dengan prinsip perlindungan hukum karena hak prioritas untuk pembaharuan 

melalui persetujuan tetap menjadi bagian dari jaminan hukum yang perlu dijaga 

melalui kebijakan normatif.
65

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum 

bagi pemegang Hak Guna Bangunan memiliki basis normatif, administratif, dan 

yuridis yang kuat dalam hukum agraria Indonesia. Perlindungan tersebut 

mencakup upaya preventif berupa pendaftaran dan pengakuan hak, serta upaya 

represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang 

tersedia. Perlindungan hukum tersebut menjadi landasan penting untuk menjamin 

hak pemegang HGB dalam konteks hubungan hukum agraria yang lebih luas, 

termasuk menghadapi perubahan status hak atau konflik yang mungkin timbul 

selama masa berlakunya atau setelah hak berakhir. 
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Beranjak dari teori-teori yang telah dikemukakan diatas, akan digunakan 

untuk memberikan penjelasan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Guna 

Bangunan (sebagai pihak yang jangka waktu hak atas tanahnya telah berakhir) 

diatas tanah Hak Milik (sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas tanah 

tersebut) sehingga diperoleh kemashalahatan bagi keduanya. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak 

     Milik Setelah Jangka Waktunya Berakhir 

Kedudukan hukum merupakan posisi seseorang atau subjek hukum dalam 

suatu hubungan hukum yang ditentukan oleh adanya hak dan kewajiban yang 

melekat padanya. Dalam konteks hukum agraria, kedudukan hukum berkaitan erat 

dengan status hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian, untuk menilai kedudukan hukum pemegang Hak Guna Bangunan 

(HGB) setelah berakhirnya jangka waktu hak tersebut, perlu dianalisis terlebih 

dahulu karakteristik dan sifat dasar HGB sebagai salah satu hak atas tanah.  

Hak Guna Bangunan (HGB) perlu dipahami secara lengkap, yaitu hak 

untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk 

jangka waktu paling lama 20 tahun hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Dari penjelasan dalam Undang-undang Pokok 

Agraria maka yang dipunyai oleh pemegang hak sangatlah terbatas oleh karena 

didirikan diatas tanah yang bukan haknya, jadi hanya terjadi sepanjang waktu 

tertentu.
66

 

Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) memiliki kedudukan hukum yang 

memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mendirikan dan memiliki bangunan 
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di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Hak Guna Bangunan diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang serta 

diperbaharui dengan memenuhi ketentuan administratif yang berlaku. Dalam 

konteks HGB di atas tanah Hak Milik, pembaharuan hak merupakan satu-satunya 

mekanisme yang memungkinkan pemegang HGB mempertahankan haknya 

setelah jangka waktu berakhir.
67

 

Namun demikian secara normatif pengaturan pembaharuan HGB di atas 

tanah Hak Milik sangat bergantung pada kesepakatan antara pemegang HGB 

dengan pemegang Hak Milik tanah tersebut. Ketentuan hukum agraria tidak 

memberikan mekanisme pemaksaan terhadap pemilik tanah untuk menyetujui 

pembaharuan hak, sehingga apabila pemegang Hak Milik menolak pemberian 

persetujuan, pemegang HGB berada pada posisi hukum yang rentan tanpa 

kepastian perlindungan hukum yang nyata. Dalam literatur hukum agraria 

ditegaskan bahwa hak atas tanah seperti HGB yang telah berakhir jangka 

waktunya akan hapus demi hukum, sehingga untuk tetap memiliki hak tersebut 

pemegang hak harus mengajukan pembaharuan.
68

 

Dalam kajian hukum agraria, HGB dipahami sebagai hak sementara yang 

mempunyai syarat dan batasan waktu yang jelas: paling lama 30 tahun, dengan 
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kemungkinan perpanjangan sampai maksimal 20 tahun berdasarkan permintaan 

pemegang hak dan pertimbangan kebutuhan bangunan tersebut (UUPA jo PP 

Nomor 40/1996 jo PP Nomor 18/2021). Ketentuan hukum ini menunjukkan 

bahwa HGB meskipun merupakan hak yang dapat diperpanjang, tetap memiliki 

karakteristik temporer yang membedakannya secara normatif dari hak milik yang 

bersifat permanen. Ketentuan ini bermakna penting dalam memberikan landasan 

yuridis bagi penelusuran konsekuensi hukum apabila hak tersebut berakhir, 

termasuk posisi hukum bangunan dan pihak yang memegangnya setelah masa 

HGB selesai.
69

 

Dalam kondisi demikian, kedudukan hukum pemegang HGB mengalami 

perubahan yang signifikan. Selama jangka waktu hak masih berlaku, pemegang 

HGB memiliki hak kebendaan atas tanah yang memberikan kewenangan untuk 

menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai peruntukannya. Namun 

setelah jangka waktu berakhir, kewenangan tersebut tidak lagi ada. Secara yuridis, 

ia tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan kata lain, 

hubungan hukum kebendaan antara dirinya dengan tanah tersebut telah berakhir. 

Permasalahannya, dengan jangka waktu terbatas dan tidak dapat 

diperpanjang, apakah pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik menguntungkan bagi para investor/penanam modal, baik lokal maupun 

asing. Bandingkan dengan jangka waktu untuk tanah Hak Guna Bangunan/Hak 

Pakai atas tanah negara dan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak 

Pengelolaan yang dapat diperpanjang dan diperbaharui haknya dan khusus untuk 
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kepentingan penanaman modal, Pasal 28 juncto Pasal 48 PP 40 Tahun 1996 

menetapkan, permintaan perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang 

pemasukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai yang dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus, 

untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai hanya 

dikenakan biaya administrasi.
70

 Hal ini berarti investor dapat memperoleh jaminan 

kepastian hukum atas jangka waktu penggunaan tanah Hak Guna Bangunan 

selama 80 tahun dan untuk  tanah Hak Pakai selama 70 tahun dengan pembayaran 

uang pemasukan sekaligus di muka.
71

 

1. Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut memberi hak kepada 

pemegang hak yang bersangkutan untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan di atas tanah Hak Milik yang menjadi obyek pemberian hak 

sampai berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 

tersebut.  

2. Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tetap membebani Hak Milik 

yang bersangkutan, walaupun Hak Milik itu telah beralih atau 

dialihkan oleh pemegang Hak Milik kepada pihak lain, dan pemegang 

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut tetap dapat melaksanakan 
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haknya sampai jangka waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai itu 

berakhir.  

3. Dalam melaksanakan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tersebut, 

pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tidak diperbolehkan 

menghilangkan tanda-tanda batas pada tanah Hak Milik yang menjadi 

obyek pemberian hak dan tidak boleh membangun bangunan yang 

melintasi batas obyek pemberian hak.  

4. Dalam melaksanakan pembangunan, pemegang Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai wajib memenuhi segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata 

ruang wilayah serta wajib memiliki ijin-ijin yang disyaratkan.  

5. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

menjadi tanggung jawab pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai 

yang bersangkutan.  

6. Pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai akan memelihara dan 

mengelola bangunan, termasuk benda-benda serta sasarannya dengan 

sebaik-baiknya, dan apabila ternyata ditelantarkan, maka yang 

bersangkutan menyerahkan dan memberi kuasa kepada pemegang Hak 

Milik untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu 

pemberian haknya berakhir.  

7. Pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai tidak diperkenankan 

menjual dan/atau dengan cara apapun mengalihkan hak yang 

diperolehnya dan/atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, 
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tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang 

Hak Milik.  

8. Pemegang Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak 

diperkenankan untuk mengagunkan/menjaminkan hak yang 

diperolehnya dan/atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, 

tanpa terlebih dahulu memperolehpersetujuan tertulis dari pemegang 

Hak Milik.  

9. Khusus untuk Hak Pakai atas tanah Hak Milik, sekalipun dalam Pasal 

4 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan 

Tanah (untuk selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) termasuk 

obyek hak tanggungan, namun karena hingga saat ini belum ada 

Peraturan Pemerintah yang mengaturnya lebih lanjut, sehingga belum 

bisa dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 

Khusus dalam konteks HGB di atas tanah Hak Milik, setelah hak berakhir, 

tanah pada prinsipnya kembali berada dalam penguasaan penuh pemegang Hak 

Milik sebagai pemilik tanah. Bekas pemegang HGB tidak lagi memiliki hak atas 

tanah, kecuali terdapat kesepakatan baru atau pembaharuan hak yang disetujui 

oleh pemegang Hak Milik. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum bekas 

pemegang HGB setelah berakhirnya jangka waktu hak bersifat lemah dan sangat 

bergantung pada itikad baik serta kesediaan pemegang Hak Milik untuk 

memperbaharui hak tersebut. 
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Menurut Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Hak 

Guna Bangunan hapus karena:  

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangan, atau pembaruan haknya;  

b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:  

1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 danlatau Pasal 43;  

2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara 

pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang hak milik atau 

perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan; atau  

3. cacat Administrasi; atau  

4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; 

d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu 

berakhir;  

e. dilepaskan untuk kepentingan umum;  

f. dicabut berdasarkan undang-undang;  

g. ditetapkan sebagai tanah terlantar;  

h. ditetapkan sebagai Tanah musnah; 

i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanlian pemanfaatan Tanah 

untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau  
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j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.  

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 akhirnya mengisi kekosongan 

hukum di Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 dengan memberikan kepastian 

hukum mengenai bagaimana kedudukan Perjanjian Penggunaan Tanah yang 

berakhir terhadap Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46b 

huruf i yang berbunyi “berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian 

pemanfaatan tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau Hak 

Pengelolaan”, maka jelas-lah sudah bahwa Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik 

yang berakhir ataupun telah diakhiri perjanjian penggunaan tanahnya maka Hak 

Guna Bangunan Tersebut tersebut secara yuridis akan secara otomatis hapus 

sebagaimana telah ditentukan secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 

Tahun 2021 Pasal 46 Huruf b.
72

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah jangka waktu HGB di 

atas tanah Hak Milik berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan, pemegang HGB 

kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak atas tanah. Ia tidak lagi 

memiliki hak kebendaan maupun kewenangan untuk mempertahankan 

penguasaan atas tanah tersebut berdasarkan HGB yang telah hapus. Kedudukan 

hukumnya berubah menjadi pihak yang pernah memiliki hubungan hukum atas 

tanah tersebut, yang keberlanjutan haknya sepenuhnya bergantung pada adanya 

kesepakatan baru atau pembaharuan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
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B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Berakhirnya Jangka Waktu HGB Di  

     Atas Tanah Hak Milik 

 Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak 

Milik menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang bersifat substantif dan 

praktis terhadap status hak, penguasaan atas tanah dan bangunan, serta hubungan 

hukum antara pemegang HGB dan pemegang Hak Milik. HGB merupakan hak 

kebendaan atas tanah yang bersifat terbatas waktu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
73

 

 Apabila jangka waktu HGB telah berakhir dan tidak dilakukan 

pembaharuan hak, maka hak tersebut hapus demi hukum sehingga tidak lagi 

memberikan wewenang yuridis bagi pemegangnya untuk mempertahankan atau 

menguasai tanah yang menjadi objek HGB. Tanah yang sebelumnya menjadi 

objek HGB kemudian kembali ke status asalnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, yaitu kembali menjadi tanah milik pemegang Hak Milik 

atau tanah negara sesuai asalnya.
74

 

Dalam Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah disebutkan bahwa  

(1) Hak Guna Bangunan hapus karena:  
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a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;  

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau 

pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:  

1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau  

2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajibankewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara 

pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau 

perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau  

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap; 

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu 

berakhir;  

d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;  

e. ditelantarkan;  

f. tanahnya musnah;  

g. ketentuan Pasal 20 ayat (2).  

Kemudian dalam Pasal 36 Ayat 3 jo. Pasal 38 PP Nomor 40 Tahun 1996 

dijelaskan bahwa hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke 

dalam penguasaan pemegang Hak Milik, apabila Hak Guna bangunan atas tanah 
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Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan 

tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan 

memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah 

Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 

Milik. 

Ketika Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir, tanah yang menjadi objek 

HGB secara otomatis kembali menjadi tanah negara atau tanah hak milik, sesuai 

dengan Pasal 36 ayat (1) Namun, pengaturan tersebut tidak secara rinci mengatur 

mekanisme pengalihan status penguasaan tanah apabila HGB tidak diperpanjang, 

ketidakhadiran norma pengatur yang tegas menyebabkan kekosongan hukum yang 

mengganggu kepastian hak masyarakat.
75

 

Akibat hukum pertama yang timbul dari berakhirnya jangka waktu HGB 

adalah hilangnya hak kebendaan pemegang HGB atas tanah tersebut. Ketika HGB 

berakhir, sertifikat hak atas tanah tersebut secara yuridis tidak lagi mempunyai 

dasar kekuatan hukum untuk mempertahankan penguasaan tanah. Dengan 

demikian, pemegang HGB tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan ataupun 

menyediakan hak tersebut sebagai jaminan atas utangnya, termasuk untuk 

kebutuhan kredit atau pendanaan. Hal ini berdampak pada posisi hukum kreditur 

yang menggunakan HGB sebagai agunan, sebab apabila HGB telah berakhir maka 
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hak tanggungan yang melekat pada HGB pun turut hilang atau tidak lagi efektif 

sebagai jaminan hukum.
76

 

Berakhir atau hapusnya HGB mengubah status tanah yang sebelumnya 

melekat pada pemegang HGB, beralih kepada pihak yang berhak sesuai dengan 

status tanah awal sebelum adanya HGB tersebut, baik itu kepada Negara, atau 

kepada pemegang Hak Pengelolaan, atau kepada pemegang Hak Milik, sesuai 

dengan Pasal 36 PP 40/1996 yang berbunyi:  

1) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah 

Negara. 

2) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya 

kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.  

3) Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkann tanahnya kembali ke dalam 

penguasaan pemegang Hak Milik. 

Dalam praktiknya, banyak akta jual beli tanah dan bangunan yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mencantumkan masa berlaku 

HGB secara eksplisit. Dokumen-dokumen tersebut menggunakan redaksi “tanah 

dan bangunan” tanpa menginformasikan bahwa status tanah sebenarnya adalah 

HGB yang bersifat sementara. Ketiadaan informasi mengenai masa berlaku hak, 
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dasar hukum, atau potensi habisnya masa HGB, membuat masyarakat pembeli 

mengalami kekeliruan persepsi terhadap objek hukum yang diperoleh.
77

 

Kajian terhadap sejumlah akta di wilayah Bekasi dan Tangerang 

menunjukkan bahwa sebagian besar PPAT tidak menjelaskan secara detail batas 

waktu HGB atau memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi 

hukum jika hak tersebut berakhir. Hal ini bertentangan dengan prinsip informed 

consent dalam hukum perjanjian, yang mensyaratkan adanya kesadaran dan 

persetujuan penuh atas informasi pokok dalam objek transaksi. Akibatnya, saat 

hak tersebut tidak diperpanjang oleh pembeli sebagai pemegang awal, pembeli 

kehilangan dasar hukum atas tanah, meskipun bangunan tetap mereka kuasai 

secara fisik. Pasal 37 PP Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa: 

(1) Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diper- 

panjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna 

Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di 

atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan 

kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya 

Hak Guna Bangunan.  

(2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) masih diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti 

rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden.  
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(3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna 

Bangunan.  

(4) Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai dalam memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan 

benda-benda yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan itu 

dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Guna 

Bangunan. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut meskipun secara spesifik mengatur 

HGB di atas Tanah Negara, prinsip hukumnya menunjukkan bahwa setelah hak 

berakhir, tanah harus dikembalikan dalam keadaan kosong. Jika prinsip ini 

dianalogikan pada HGB di atas Hak Milik, maka bekas pemegang HGB 

berkewajiban untuk mengosongkan tanah, kecuali jika ada kesepakatan lain 

(misalnya, pemilik tanah membeli bangunan atau mengizinkan bangunan tetap 

berdiri dengan status sewa) 

Dalam banyak kasus, masyarakat mengira telah memperoleh hak atas 

tanah, padahal secara hukum mereka hanya memperoleh bangunan, bukan 

tanahnya. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengamanan hukum bagi 

pihak ketiga dalam peralihan HGB yang tidak diperpanjang. Ketidakjelasan ini 

menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan hak atas tanah yang adil, 

transparan, dan berdasarkan prinsip legal security.
78
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Sementara itu, pada sisi lain terdapat pandangan bahwa bekas pemegang 

hak masih mempunyai hak atas bekas HGU dan HGB tersebut sebagaimana 

selama ini menjadi pegangan bagi otoritas pertanahan. Otoritas pertanahan 

berpendapat bahwa meskipun hak atas tanah berakhir, namun masih terdapat 

hubungan hukum antara bekas pemegang hak atas tanah dan tanahnya.
79

 

Meskipun secara normatif hak telah hapus, namun seringkali ada pengakuan 

informal atau sisa hubungan hukum (misalnya terkait penguasaan fisik bangunan) 

yang membuat kedudukan bekas pemegang HGB tidak serta-merta "tidak 

memiliki hak sama sekali," terutama dalam konteks pengadaan tanah atau ganti 

rugi. 

Hal ini berdasarkan bahwa terdapat hubungan subjek hukum dengan tanah 

tersebut pada hakikatnya berdimensi 2 (dua) yaitu berwujud hak atas tanah dan 

pemilikan /penguasan tanah. Dalam pemikiran ini, meski sesuatu hak atas tanah 

masih diakui, dalam praktik hal tersebut dapat dilihat dalam hal adanya pemberian 

ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform (tanah bekas 

nasionalisasi, tanah absentei, tanah yang terkena batas maksimum) dan tanah- 

tanah terlantar.
80

 

Selain itu, akibat hukum berakhirnya jangka waktu HGB juga terkait 

dengan status bangunan di atas tanah tersebut. Meskipun bangunan secara fisik 

masih berdiri, namun jika jangka waktu HGB telah berakhir, bangunan tersebut 

menjadi berada di atas tanah tanpa dasar hak kebendaan yang sah. Hal ini 

menimbulkan konsekuensi bahwa bangunan tersebut tidak lagi terikat pada hak 
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atas tanah yang telah hapus, sehingga statusnya menjadi tidak jelas secara yuridis. 

Apabila objek tanah telah kehilangan haknya, maka transaksi yang dilakukan 

setelah masa berlaku HGB habis seperti jual beli atau pengalihan hak menjadi 

batal demi hukum karena objeknya tidak lagi merupakan hak yang sah.
81

 

Hal ini juga berlaku terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut 

masih digunakan atau bahkan disewa pihak lain. Dalam praktik, muncul persoalan 

hukum mengenai siapa yang berhak atas bangunan yang telah didirikan oleh bekas 

pemegang HGB setelah haknya berakhir. Dalam beberapa pendapat, bangunan 

tersebut tetap menjadi milik pemegang HGB sebagai hak kebendaan terpisah dari 

hak atas tanah, meskipun hukum positif mengenai hal ini belum tegas. 

Akibat berikutnya berkaitan dengan jaminan atas utang atau hak 

tanggungan yang melekat pada HGB. Ketika HGB berakhir, hak tanggungan yang 

dijadikan objek jaminan oleh kreditur tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat. 

Sebagaimana dipaparkan dalam studi hukum pertanahan, Hilangnya dasar hak 

atas tanah berarti kreditur kehilangan hak preferensialnya sebagai pemegang 

jaminan sehingga menjadi risiko bagi pihak kreditur dalam melaksanakan haknya 

atas objek jaminan tersebut.
82

 

Secara administratif, BPN (Badan Pertanahan Nasional) akan mencabut 

sertifikat HGB yang masa berlakunya habis apabila tidak diperpanjang atau 

diperbaharui. Hal ini berarti bahwa tanah tersebut secara resmi telah bebas dari 

hak HGB dari sisi pencatatan pertanahan. Akibat hukum ini memiliki implikasi 
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terhadap proses pendaftaran, peralihan hak, dan status tanah dalam basis data 

pertanahan yang diadministrasikan oleh negara. Tanah yang telah kembali ke Hak 

Milik atau tanah negara memerlukan pemeliharaan administratif yang jelas, antara 

lain pengajuan ulang sertifikasi oleh pihak pemilik tanah jika diperlukan.
83

 

Berakhirnya jangka waktu HGB yang tidak diikuti dengan pembaharuan 

hak dapat menciptakan ketidakpastian hak atas tanah, terutama bagi pemegang 

HGB, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap status hak tersebut. 

Ketidakpastian ini terkait dengan perubahan status tanah yang cepat dan sering 

kali tidak diantisipasi oleh para pihak, khususnya apabila tidak dilakukan 

perencanaan administratif dan hukum secara matang sebelum masa berlaku habis. 

Akibat-akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya jangka waktu 

HGB memiliki implikasi yuridis dan praktis yang signifikan, bukan hanya secara 

administratif. Konsekuensi tersebut harus dipahami secara mendalam untuk 

menyiapkan strategi perlindungan hukum maupun penyelesaian konflik di 

kemudian hari. 

 

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang HGB Ketika Terjadi Penolakan 

      Pembaharuan Hak oleh Pemegang Hak Milik Setelah Jangka Waktu 

      HGB Berakhir 

Perlindungan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem 

hukum agraria untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan 

terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks Hak Guna 
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Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Milik, perlindungan hukum menjadi sangat 

krusial ketika terjadi penolakan pembaharuan hak oleh pemegang Hak Milik 

setelah jangka waktu HGB berakhir. HGB sendiri diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan 

diimplementasikan melalui ketentuan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021, yang menegaskan hak ini diberikan untuk jangka waktu 

tertentu dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sejalan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku.
84

 

Secara normatif, HGB yang jangka waktunya berakhir akan hapus demi 

hukum, dan tanah yang menjadi objek hak kembali berada sepenuhnya di bawah 

penguasaan pemegang Hak Milik atau status asal haknya. Setelah jangka waktu 

HGB berakhir tanpa adanya pembaharuan, hak tersebut tidak lagi memiliki 

kekuatan hukum untuk dipertahankan oleh pemegangnya sehingga kedudukannya 

sangat rentan secara yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pembaharuan 

yang sah, pemegang HGB kehilangan status hukum yang kuat meskipun telah 

melakukan investasi atas bangunan yang didirikannya.
85

 

Masalah menjadi lebih kompleks ketika pemegang Hak Milik menolak 

pembaharuan hak atas tanahnya kepada bekas pemegang HGB yang jangka 

waktunya telah berakhir. Secara normatif, hukum agraria tidak memberikan 

mekanisme pemaksaan terhadap pemilik tanah untuk menyetujui pembaharuan, 

sehingga bekas pemegang HGB berada dalam posisi hukum yang lemah. Kondisi 
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ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang 

tersedia bagi pemegang HGB.
86

 

Dalam teori perlindungan hukum, konsep perlindungan tidak hanya 

mencakup hak yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi juga 

mencakup kepastian perlindungan terhadap hak-hak yang telah dimiliki subjek 

hukum berdasarkan hubungan hukum sebelumnya.
87

 

Perlindungan hukum terhadap pemegang HGB dalam situasi penolakan 

pembaharuan hak ini menjadi penting karena terdapat ketidakpastian hukum yang 

secara langsung memengaruhi status bangunan dan investasi yang telah didirikan 

oleh pemegang hak. Menurut Stevy Anggreani & Budi Santoso, setelah 

berakhirnya jangka waktu HGB, hak tersebut dapat diperbaharui atas permintaan 

pemegang hak, tetapi prakteknya putusan pembaharuan sangat bergantung pada 

itikad baik pemilik tanah dan belum dijamin oleh norma hukum yang kuat. 

Ketidakjelasan ini menimbulkan implikasi hukum berupa dilema antara kepastian 

hukum bagi pemilik tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang 

telah berinvestasi di atas tanah tersebut.
88

 

Dalam praktiknya perlindungan hukum bagi pemegang HGB bergantung 

pada persetujuan pemegang Hak Milik, karena pembaharuan HGB di atas tanah 

Hak Milik tidak dapat dipaksakan oleh norma hukum apabila pemilik tanah 
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menolak. Ketentuan ini berbeda dengan HGB di atas tanah negara yang prosedur 

perpanjangan dan pembaharuannya lebih administratif. Dalam kasus tanah Hak 

Milik, pembaharuan merupakan hak kebiasaan yang lahir dari hubungan 

kontraktual antara para pihak, bukan hak yang secara otomatis dapat ditegakkan 

secara hukum terhadap kehendak pemilik tanah.
89

 

Menurut konteks perlindungan hukum normatif, teori perlindungan hukum 

menempatkan tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian hukum, 

keadilan, serta fasilitas penyelesaian konflik apabila hak dan kewajiban pihak-

pihak yang berkepentingan tidak terpenuhi. Namun, ketika pemilik tanah menolak 

pembaharuan HGB, norma dalam peraturan perundang-undangan belum secara 

tegas mengatur bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang HGB 

yang terdampak situasi tersebut. Dalam ranah hukum pertanahan, prinsip 

kepastian hukum mensyaratkan adanya pedoman yang jelas mengenai status hak 

dan akibat hukumnya setelah periode hak berakhir, termasuk hak-hak yang 

melekat pada bangunan dan investasi atas tanah tersebut. 

Ketidakjelasan ketentuan ini berpotensi menyebabkan sengketa antara 

pemegang Hak Milik dan pemegang HGB. Hal ini dikonfirmasi oleh temuan 

penelitian normatif yang menunjukkan bahwa penolakan pembaharuan dapat 

menimbulkan ketidakpastian status tanah dan bangunan, sehingga menghambat 

pelaksanaan kewajiban hukum serta melemahkan perlindungan hukum bagi pihak 

pemegang HGB yang telah memenuhi kewajibannya selama masa berlakunya. 

Sebagai akibat dari situasi tersebut, pemegang HGB berisiko kehilangan haknya 
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atas tanah dan bangunan, sementara belum ada mekanisme perlindungan hukum 

yang memadai untuk mengatasi kerugian ekonomi dan hukum yang diderita.
90

 

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan hukum antara 

bekas pemegang hak atas tanah dengan tanah yang haknya telah berakhir tetap 

menjadi persoalan yang beragam dalam praktik administrasi pertanahan. Terdapat 

pandangan yang berbeda di kalangan aparat pertanahan mengenai apakah bekas 

pemegang hak memiliki hubungan hukum atas tanah yang sebelumnya mereka 

kuasai setelah hak tersebut berakhir. Ketidaksesuaian pandangan ini menunjukkan 

bahwa mekanisme perlindungan hukum dalam konteks penolakan pembaharuan 

HGB masih lemah dan belum memberikan kepastian yang kuat bagi pemegang 

hak. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah maupun pihak lain dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah 

terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas sebelum suatu tindakan 

dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan 

sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian 

sengketa lainnya.
91

 

Dalam menelaah perlindungan hukum yang tersedia, terdapat dua 

pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu perlindungan hukum preventif dan 
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represif. Perlindungan hukum preventif mencakup upaya-upaya yang dilakukan 

sebelum terjadinya konflik, seperti pencantuman klausul pembaharuan hak yang 

jelas dalam perjanjian awal antara pemegang HGB dan pemilik tanah. Sementara 

perlindungan hukum represif mencakup upaya penyelesaian sengketa setelah 

konflik terjadi, seperti mediasi, arbitrase, atau gugatan ke pengadilan untuk 

menguji apakah penolakan pembaharuan melanggar prinsip keadilan yang diakui 

dalam hukum pertanahan. 

Dalam konteks penolakan pembaharuan HGB di atas tanah Hak Milik, 

perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui perumusan perjanjian 

awal yang komprehensif antara pemegang HGB dan pemegang Hak Milik. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa klausul hak prioritas pembaharuan yang 

dicantumkan dalam akta pemberian HGB dapat memperkuat posisi hukum 

pemegang HGB apabila di kemudian hari terjadi penolakan pembaharuan. Klausul 

tersebut dapat memuat ketentuan mengenai jangka waktu pembaharuan, syarat-

syarat yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak 

menolak tanpa alasan yang sah.
92

 

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pemegang HGB memiliki hak 

prioritas normatif untuk mengajukan pembaharuan hak, hak prioritas tersebut 

tidak menjamin hasil yang adil dalam praktik apabila pemilik tanah menolak 

persetujuan berdasarkan kehendaknya sendiri. Bahkan, keberadaan hak prioritas 

tersebut tidak diikuti dengan mekanisme yang memaksa pemilik tanah untuk 
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menyetujui pembaharuan, sehingga pemegang HGB tetap berada pada posisi yang 

lemah secara hukum.
93

 

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak prioritas HGB menegaskan 

bahwa perlindungan preventif menjadi kunci utama untuk menghindari sengketa 

di kemudian hari, karena hak prioritas yang hanya bersifat normatif tanpa 

penguatan dalam perjanjian sering kali tidak cukup kuat untuk dipertahankan di 

hadapan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan preventif dalam bentuk 

perjanjian yang jelas dan akta otentik menjadi instrumen penting dalam 

memperkuat kedudukan hukum pemegang HGB sebelum jangka waktu haknya 

berakhir.
94

 

Selain perlindungan preventif, tersedia pula perlindungan hukum represif 

sebagai sarana penyelesaian sengketa ketika penolakan pembaharuan telah terjadi. 

Perlindungan represif dapat ditempuh melalui gugatan perdata berdasarkan 

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, apabila dapat dibuktikan bahwa 

penolakan pembaharuan bertentangan dengan perjanjian atau dilakukan dengan 

itikad tidak baik. Dalam mekanisme ini, pengadilan akan menilai hubungan 

hukum para pihak, isi perjanjian, serta asas-asas hukum yang relevan seperti asas 

itikad baik dan asas kepastian hukum.
95

 

Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa perlindungan 

represif melalui litigasi sering menghadapi kendala. Pengadilan cenderung 
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menempatkan Hak Milik sebagai hak kebendaan yang paling kuat dalam sistem 

hukum agraria Indonesia, sehingga apabila tidak terdapat kewajiban kontraktual 

yang tegas untuk memperbaharui HGB, hakim dapat memandang bahwa pemilik 

tanah memiliki hak untuk menolak pembaharuan. Akibatnya, gugatan bekas 

pemegang HGB tidak selalu dikabulkan, terutama jika hanya mendasarkan pada 

klaim hak prioritas tanpa dasar perjanjian yang jelas.
96

 

Selain itu, perlindungan hukum represif sering kali kurang efektif dalam 

konteks pembaharuan HGB karena pengadilan cenderung menafsirkan bahwa 

pemilik tanah memiliki hak prerogatif untuk menyetujui atau menolak 

pembaharuan hak, sehingga putusan pengadilan belum menjamin perlindungan 

yang adil bagi pemegang HGB. Hal ini menunjukkan perlunya adanya penguatan 

norma dalam peraturan perundang-undangan agar mekanisme perlindungan 

hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi pemegang HGB ketika 

menghadapi penolakan pembaharuan oleh pemilik tanah. 

Stevy Anggreani dan Budi Santoso dalam kajiannya menegaskan bahwa 

setelah berakhirnya jangka waktu HGB, perlindungan hukum bagi pemegang hak 

menjadi sangat bergantung pada kekuatan pembuktian hubungan hukum 

sebelumnya. Jika tidak ada pembaharuan yang sah, maka hak atas tanah dianggap 

telah hapus dan penguasaan selanjutnya tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan represif memiliki keterbatasan dalam 
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memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang HGB yang ditolak 

pembaharuannya.
97

 

Berdasarkan uraian tersebut analisis terhadap perlindungan hukum bagi 

pemegang HGB ketika terjadi penolakan pembaharuan hak menunjukkan bahwa 

sistem hukum agraria Indonesia lebih menekankan pada perlindungan Hak Milik 

sebagai hak yang terkuat dan terpenuh. Perlindungan hukum bagi pemegang HGB 

tersedia, tetapi bersifat terbatas dan sangat bergantung pada strategi preventif yang 

dilakukan sejak awal hubungan hukum terbentuk. Tanpa penguatan dalam bentuk 

perjanjian yang jelas dan pembuktian yang kuat, perlindungan represif melalui 

pengadilan belum tentu memberikan hasil yang menguntungkan bagi pemegang 

HGB. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang HGB yang 

mengalami penolakan pembaharuan hak oleh pemilik tanah memerlukan perhatian 

khusus dalam kajian hukum agraria. Perlindungan hukum tersebut harus 

diarahkan kepada penciptaan kepastian hukum yang memadai dan pelaksanaan 

prinsip keadilan untuk mencegah situasi di mana pemegang HGB kehilangan hak 

dan investasi secara tidak adil.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedudukan hukum pemegang HGB di atas tanah Hak Milik setelah 

jangka waktunya berakhir adalah tidak lagi sebagai pemegang hak atas 

tanah, melainkan hanya sebagai bekas pemegang hak yang hubungan 

hukumnya dengan tanah telah terputus. Tanah secara otomatis kembali ke 

dalam penguasaan penuh pemegang Hak Milik sebagai pemilik tanah. Hal 

ini sesuai dengan karakteristik HGB di atas tanah Hak Milik yang bersifat 

temporer dan tunduk pada hukum privat, dimana pembaharuan hak hanya 

dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, berbeda dengan HGB 

di atas tanah negara yang dapat diperpanjang secara administratif. Dengan 

demikian, setelah HGB berakhir, bekas pemegang HGB hanya memiliki 

hak kebendaan atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, namun 

hak tersebut tidak memberikan kewenangan untuk tetap menguasai tanah 

tanpa adanya kesepakatan baru dengan pemegang Hak Milik. 

2. Berakhirnya jangka waktu HGB di atas tanah Hak Milik menimbulkan 

akibat hukum yang signifikan, baik terhadap status tanah, bangunan, 

maupun hubungan hukum para pihak. Pertama, tanah kembali kepada 

pemegang Hak Milik dalam keadaan bebas dari beban HGB, sehingga 
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pemegang Hak Milik dapat menguasai dan memanfaatkan tanahnya 

secara penuh. Kedua, terjadi pemisahan hak kepemilikan antara tanah 

yang menjadi milik pemegang Hak Milik dan bangunan yang menjadi 

milik bekas pemegang HGB, yang berpotensi menimbulkan sengketa 

apabila tidak diatur secara jelas dalam perjanjian awal. Ketiga, jika HGB 

telah dibebani Hak Tanggungan, maka berakhirnya HGB menyebabkan 

hapusnya Hak Tanggungan tersebut, sehingga kedudukan kreditur 

berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, meskipun 

utang pokok tidak hapus. Keempat, bekas pemegang HGB berkewajiban 

untuk mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada pemegang Hak 

Milik, kecuali ada kesepakatan lain mengenai nasib bangunan. Kelima, 

secara administratif, sertifikat HGB yang masa berlakunya habis akan 

dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional jika tidak diperpanjang atau 

diperbaharui, sehingga tanah tersebut secara resmi bebas dari catatan 

HGB dalam basis data pertanahan. 

3. Perlindungan hukum bagi pemegang HGB ketika terjadi penolakan 

pembaharuan hak oleh pemegang Hak Milik masih bersifat terbatas dan 

sangat bergantung pada strategi preventif yang dilakukan sejak awal 

hubungan hukum terbentuk. Berdasarkan teori perlindungan hukum 

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk: 
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 Perlindungan Hukum Preventif  

dapat diwujudkan melalui penyusunan perjanjian pemberian HGB yang 

komprehensif dan antisipatif, yang memuat klausul mengenai: (a) hak 

prioritas bagi pemegang HGB untuk mengajukan pembaharuan; (b) 

mekanisme negosiasi dan mediasi apabila terjadi penolakan; (c) nasib 

bangunan setelah HGB berakhir, apakah akan dibongkar, dibeli oleh 

pemilik tanah, atau dialihkan dalam bentuk perjanjian sewa; serta (d) 

besaran kompensasi yang layak apabila bangunan harus dibongkar. 

Namun dalam praktiknya, masih banyak perjanjian pemberian HGB yang 

tidak mengatur hal tersebut secara rinci, sehingga ketika terjadi penolakan 

pembaharuan, pemegang HGB berada pada posisi yang lemah. 

 Perlindungan Hukum Represif  

dapat ditempuh melalui jalur mediasi, negosiasi, atau litigasi ke 

pengadilan. Mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional menjadi langkah 

pertama yang ideal untuk mencapai solusi win-win solution. Apabila 

mediasi gagal, pemegang HGB dapat mengajukan gugatan perdata ke 

pengadilan dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, 

jika dapat dibuktikan bahwa penolakan pembaharuan bertentangan 

dengan perjanjian atau dilakukan dengan itikad tidak baik. Namun, jalur 

litigasi menghadapi kendala karena pengadilan cenderung menempatkan 

Hak Milik sebagai hak terkuat dalam sistem hukum agraria Indonesia, 

sehingga gugatan bekas pemegang HGB tidak selalu dikabulkan jika 

hanya mendasarkan pada klaim hak prioritas tanpa dasar perjanjian yang 
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jelas. Ketentuan Pasal 46 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021 yang menyatakan bahwa HGB hapus karena "berakhirnya perjanjian 

pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak guna 

bangunan di atas hak milik" semakin mempertegas bahwa pembaharuan 

HGB di atas tanah Hak Milik sepenuhnya bergantung pada kesepakatan 

para pihak, sehingga tidak ada mekanisme pemaksaan terhadap pemilik 

tanah untuk menyetujui pembaharuan. Dengan demikian, perlindungan 

hukum yang paling efektif adalah perlindungan preventif melalui 

perjanjian yang komprehensif sejak awal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam merumuskan perjanjian pemberian HGB, pemegang HGB wajib 

memastikan adanya klausul hak prioritas pembaharuan yang dirumuskan 

secara jelas dan tegas, yang memuat mekanisme pengajuan pembaharuan, 

jangka waktu pengajuan, serta konsekuensi hukum apabila pemegang Hak 

Milik menolak pembaharuan tanpa alasan yang sah. 

2. Ketika pemegang Hak Milik memiliki niat untuk tidak memperbaharui 

HGB setelah jangka waktunya berakhir, hendaknya hal 

tersebut dikomunikasikan secara terbuka kepada pemegang HGB jauh-

jauh hari sebelum masa berlaku hak berakhir, sehingga pemegang HGB 
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memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri, termasuk merencanakan 

pemindahan usaha atau pembongkaran bangunan. 

3. Pemerintah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu 

segera menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai tata 

cara pemberian dan pembaharuan HGB di atas tanah Hak Milik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 yang hingga saat ini belum diwujudkan. Peraturan 

tersebut idealnya memuat: (a) standarisasi klausul perjanjian pemberian 

HGB yang melindungi kepentingan kedua belah pihak; (b) pedoman 

penilaian ganti rugi yang layak bagi bangunan milik bekas pemegang 

HGB; (c) mekanisme mediasi wajib melalui BPN apabila terjadi sengketa 

pembaharuan hak. 
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